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Nama SOP PENGUJIAN KONSEKUENSI

INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. UU No. 14 Thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. UU No. 25 Thn 2009 tentang Pelayanan Publik

3. PP No. 61 Thn 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun
2008

4. SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 TentangStandar
Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

5. PERKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik

1.81;

2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang
pelayanan publik;

3. Mampu mengoperasikan alat dan aplikasi pengolah data;

4. Mampu berkoordinasi dengan pihak terkait.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik

1. Jaringan internet.

2. Perangkat komputer/printer/scanner.
3. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tugas tidak berjalan dengan
baik.

Daftar Informasi Publik

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas PPID Dewan
Pelaksana PPID Pertimbangan Pesyaratan Waktu Output
1 | PPID Pelaksana berkoordinasi Usulan 1 Hasil
bersama PPID mengenai pengujian hari kerja | Koordinasi
pengujian konsekuensi terhadap konsekuensi PPID
informasi tertentu yang dinilai Informasi Pelaksana dan
berpotensi sebagai informasi PPID
yang dikecualikan
2 | PPID meminta pertimbangan Hasil 1 Hasil
dari Dewan Pertimbangan L Koordinasi hari kerja | Koordinasi
dalam melakukan pengujian PPID PPID
konsekuensi l Pelaksana Pelaksana dan
dan PPID PPID




3

Dewan Pertimbangan Hasil o Hasil
menganalisis undang-undang Koordinasi harikerja | pertimbangan
yang dijadikan dasar PPID dari Dewan
pengecualian. Disamping itu Pelaksana Pertimbangan
juga menganalisis dan dan PPID
mempertimbangkan kepatutan,
kesusilaan, kepentingan umum S
dan/atau ukuran lain yang diatur
dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan atas
konsekuensi yang timbul
apabila suatu informasi dibuka
PPID melakukan uji Hasil 1 Lembar
konsekuensi dan mengisi v Koordinasi hari kerja | pengujian
lembar pengujian konsekuensi PPID konsekuensi
dengan format sebagaimana Pelaksana
tercantum dalam lampiran XI dan PPID
Keputusan KMA No. 2-
144/KMA/SK/VI11/2022
PPID membuat keputusan Hasil 1 Keputusan
(mengacu pada Lampiran XII 4 Pertimbangan | hari kerja | PPID
dan Lampiran XIV SK KMA No. Dewan
2-144/KMA/SK/VIII/2022 ) Pertimbangan
tentang pengecualian informasi
publik setelah melalui pengujian Lembar
konsekuensi. pengujian

konsekuensi
Mengunggah keputusan tentang Keputusan 10, Keputusan
informasi yang dikecualikan atau v PPID menit ZELZ;th
pengubahan klasifikasi informasi - dalam e-LID

dikecualikan ke dalam e-LID

Total Waktu = 7 hari dan 10 menit

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. e
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